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BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR A3 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA KEARSIPAN

DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan kearsipart

sesuai dengan pedoman Standar Nasional Perpustakaan

dan Standar Kearsipan, perlu disusun pedoman Tata

Kearsipan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalarn hunf a, perlu menetapkan Perahrran

Bupati tentang Pedoman Tata Kearsipan di linglungan

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembenhrkan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Surnatera Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang

Kearsipan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO9 Nomor 152, Tambatran kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5O71);



4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparahrr

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a9a);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang

Pemerintatran Daeratr (kmbaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubatr beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintatran Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tatnrn 2015 Nomor 58 Tambatran kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1961 tentang

Pokok-Pokok Kearsipan Nasional;

Kepuhrsan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 tentang

Arsip Nasional Republik Indonesia;

Kepuhrsan Presiden Nomor 1O5 Tahun 2@4 tentang

PengeloLaan Arsip Statis;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Rebublik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2OlL tentang Pedoman Pembuatan

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Dinamis;

Peraturan Kepala

Nomor 19 Tahun

Klasifikasi Arsip;

Arsip Nasional Rebmblik Indonesia

2OL2 tentang Pedoman Pen5rusunan

7.

9.

10. Perahrran Kepala Arsip Nasional Rebublik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2AL4 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas;

11. Perattrran Kepala

Nomor 38 Tahun

Kearsipan;

Arsip Nasional Rebublik Indonesia

2015 tentang Pedoman Pengawasan



Perahrran Kepala Arsip Nasional Rebublik Indonesia

Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pen5rusutan

Arsip;

Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2O1O tentang

Pedoman Tata Kearsipan di Lingtungan Pemerintah

Pnovinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Pnovinsi

Sumatera Selatan Tahun 2O1O Nomor 41);

Perahrran Daerah Nomor 10 Tahtrn 2016 tentang

Pembenhrkan dan Susunan Peranglat Daeratr

I(abupaten Musi Rawas (Iembaran Daerah I(abupaten

Musi Rawas Tahun 2OL6 Nomor 1O);

Perattrran Bupati Nomor 44 Tatrun 2OL6 tentang

Susunan Organisasi, T\rgas dan nmgsi Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Ihbupaten Musi Rawas

(Berita Daeratr Ikbupaten Musi Rawas Tahun 2OL6

Nomor 44).

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN

DI UNGKUNGAN PEMERIT{TAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal f

pqlarn Perahrran Bupti ini yang dimaksud dengan:

l. Ikbupaten adalah Ikbupaten Musi Rawas;

2. Pemerintatr I(abupaten adalatr Pemerintah Kabupateir Musi

Rawas;

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah I(abupaten Musi

Rawas;

t2.

13.

14.

15.



8.

9.

5.

7.

11.

t2.

13.

t4-

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD

adalah Organisasi Perangkat Daeratr Kabupaten Musi Rawas;

Pemerintatr Desa adalatr Pemerintatr Desa dalam l(abupaten

Musi Rawas;

Penrsahaan Daeratr adalatr Penrsatraan Daerah Ikbupaten

Musi Rawas;

Kearsipan adalatr hal-hal yang berkenaan dengan Arsip;

Arsip adalatr rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai

benhrk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi yaurtg dibuat dan diterima oleh

lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,

perusahaan, orgarrisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan

perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara;

Penyelenggaraan Kearsipan adalah keselunrhan kegiatart

meliputi kebijakan, pembinaan lGarsipan, dan pengelolaan

Arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang

didukungoleh sumber daya manusia, prasarana dan sarratla,

serta sumber daya Lainnya;

Arsip Dinamis adalatr Arsip yang aigunafan seqara lan$ung

dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka

walrtu tertentu;

Arsip Aktif adalatr Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi

darel atau terus menerus;

Arsip Inalrtif adalah Arsip yang frelmensi penggunaannya telah

menurun;

Arsip Statis adalatr Arsip yang dihasilkan oleh Fencipta Arsip

karena memiliki nilai guna kesejarahan, telatr habis retensinya,

dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik

secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional

Republik Indonesia dail atau lembaga kearsipan;

10.

O
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15. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang

Kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/ atau

pendidikan dan pelatihan Kearsipan serta mempunyai fungsi,

tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kearsipan;

Arsip Daeratr adalatr berbenhrk sahran kerja perangkat daerah

yang melaksanakan trrgas pemerintahan di bidang kearsipan di

Daerah;

Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dart

otoritas dalam pelaksanaan fungsi, ttrgas, dan tanggung jawab

di bidang pengelolaan Arsip dinamis;

Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang

mempunyai ttrgas dan tangung jawab dalam perryelenggaraan

Kearsipan;

19. Pengelolaan Arsip Dinarris adalatr proses pengendalian Arsip

dinamis secara efisien, efektif, dan sisternatis meliputi

20.

penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta pen5rusutan

Arsip;

Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian Arsip

Statis secara efrsien, efektif dan sistematis meliputi aktrisisi,

pengolaharr, presenrasi, pemanfaatan, penda5ragunaan dart

pelayanan publik dalam suatu sistem Kearsipan Daeratr;

Akuisisi arsip statis adalah proses penambatran kleasanah arsip

statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui

kegiatan penyerahan arsip statis dan hak perrgelolaannya dari

pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

16.

L7.

18.

o

2L.

o
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BAB II
MAKSUD, TUJUAN, AZAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesahr

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. sebagai @oman dalam rangka pelaksanaan penanganan arsip
dinamis inalrtif tidak teratrr pada OpD;

b. tertatanya dan terselamatkannya arsip dinarrris inaldif yang
tidak teratur pada oPD dalam penyerenggaraan kehidupan
berbangsa dan bernegara serta ttrgas pemerintahan.

Bagan Kedua

ftrjuan

Pasal 3

ftrjuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalatr:

a. menjamin terciptarrya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh
lembaga negara, pemerintatran daerah, lembaga pendidikan,
perusatraan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,
da' perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara

kearsipan nasional;

b. menjamin ketersediaan arsip ]rang autentik dan terpercaya
sebagai alat bukti yang sah;

c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan
pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan perahran
perundang-undangan;

d. menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak
keperdataan ralryat melalui pengelolaan dan pemanfaatan

arsip yang autentik dan terpercaya;
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e. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasiond sebagai

suahr sistem yang komprehensif dan terpadu;

f. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti

pertanggungiawaban dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara;

g. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi,

sosial, politik, budaya, pertatranan, setta keamanan sebagai

identitas dan jati diri bangsa; dan

h. meninglatkan kualitas pel,ayanan publik dalam pengelolaan

dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Penyelengaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. kepastian hukum;

b. keautentikan dan keterpencayaan;

c. keuttrhan;

d. asal usul (principle of prot@;

e. ahran aslu Qrinciple of original ode);

f. keamanan dan keselamatan;

g. keprofesionalan;

h. keresponsifan;

i. keantisipatifan;

j. kepartisipatifan;

k. aktrntabilitas;

l. kemanfaatan;

m. aksesibilitas; dan

n. kepentingan umum.
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Bagan Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

(1) Ruang linglmp Penyelenggaraan Kearsipan meliputi

keselumhan penetapan kebirjakan, pembinaan Kearsipan dan

pengelolaan Arsip dalam suatu sistem Kearsipan Daerah yang

didukqng oleh sumber daya malusia, prasarana dan sarana

serta sumber daya lain yarlg sesuai dengan ketenhran

peratrrran perundang-undangan.

(21 Ruang linglmp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, lembaga

pendidilran, pemsatraan, orgarrisasi politik, organisasi

kemasyarakatan dan perorangan serta Arsip Daeratr-

BAB III

JENIS ARSIP, KI,ASIFIKASI ARSIP DAN

PENYELENGGAITI{I{I{ KEARSIPAN

Ba.gan Kesatu

Jenis Arsip

Pasal 6

(1) Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten meliputi:

a. arsip dinamis;

b. arsip aktif;

c. arsip inaktif;

d. arsip statis.

(21 Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di

mang khusus.

3
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Bagian Kedua

Klasifrkasi Arsip

Pasal 7

(U Pimpinan unit kerja melaksanakan tata kearsipan sesuai
dengan hrgas dan fungsi masing-masing unit kerja.

(21 Tata kearsipan sebagairnana dimaksud pada ayat (l)
mempergunakan kartu kendali, pola klasifikasi dan jadwal

retensi.

Pasal 8

O (U Pola klasifikasi kearsipan sebagaimana dirnalcsud dalam pasal

7 ayat (21 sebagai sarana penataan arsip yang disusun
berdasarkan klasifikasi masalah bidang hrgas unit kerja.

(21 Pola klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), meliputi:

a. Umum;

b. Pemerintatran;

c. Politik;

d. Keamanan dan ketertiban;

O 
e. Kesejahteraan rakyat;

f. Penekonomian;

g. Pekedaan umum dan ketenagakerjaan;

h. Pengawasan;

i. Kepegawaian;

j. Keuangan.

(3) Pola klasifikasi sebagaimana rlimaksud pada ayat (2) adalah
se@aimana tercanhrm dalam Iarrrpiran yang merupakan
bagiarl tidak terpisahkan dari Perahrran Bupati ini.
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Pasal 9

(1) Pola klasifikasi sebagaimana dimahsud dalam Pasal 8 ayat (2)

dapat dilakukan perubatran r.rnhrk menampung masalah bant.

(21 Penrbatran sehgaimana rtimalrsud pada ayat (1) disampikan

oleh pimpinan unit keda kepada Bupati.

Pasal 10

(U Jadwal retensi sebagaimana dirnaksud dalarn pasal 9 ayat l2l
sebagai sarana pen5nrsutan meliputi:

a. Pemindatmn arsip inaktif;

b. Penyeratran arsip statis;

c. Pemusnahan arsip.

(21 Jadwal retensi diatur sendiri oleh Bupati.

Bagian Ketrga

Penyelenggaraan Kearsipan

Pasal 11

O (1) Penyelenggaraan Tata lGarsipan mencakup :

a. pembuatan Naskah Dinas dengan sarana Tata Naskatr

Dinas;

b. pengunrsan dan pengendalian Naskah Dinas dengart

sarana lGrtu Kendali;

c. penataan Arsip Dinamis dengan sarana Klasifikasi dart

Indeks;

d. pengelol,aan Arsip Dinamis derrgan sarana Klasifikasi dart

Indeks;

e. layanan Informasi Kearsipan;
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f. penyusutan Arsip yang meliputi pemindahan, penyerahan

dan pemusnahan diahrr tersendiri.

(21 Tata Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

untuk OPD, Pemerintah Desa dan Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Tata Kearsipan sebagaimana dimahsud dalam Pasal 11

sebagaimana tercantrrm dalam Lampiran yang merupakan bagart

tidak terpisahkan dari Perahrran Bupati ini.

Pasal 13

O (1) OPD, Pemerintah Desa dan Perusahaan Daerah harus

menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar

Kearsipan.

(21 Sarana dan prasarana sebagaimana dimahsud pada ayat (l)

mencakup sarana dan prasrarana manual dan teknologi

informasi.

(3) Standar Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman pada :

a. standar penggunaan kertas unhrk arsip bernilai guna

tingg;

b. standar minimal Gedung dan Rtrang penyimpanan Arsip

Inalrtif;

c. standar Boks Arsip;

d. standar Folder dan Guide Arsip;

e. standar sarana dan prasarana lain yang mendukung

pelaksanaan kearsipan.

o

11



Pasal 14

OPD, Pemerintah Desa dan Perusahaan Daerah harls
mengalokasikan dana unhrk Pengelolaan Arsip Dinamis dan

Pengelolaan Arsip Statis.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan

dilakukan oleh Bupati.

(21 Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan

oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 16

Setiap OPD, Pemerintah Desa dan Perusahaan Daerah

menyerahkan Arsip Inal<tif yang sekurang-kurangnya berusia 1O

(sepuluh) Tahun dan Arsip Statis kepada Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peratrrran Bupati ini mulai berlaku, maka Perattrran

Bupati Nomor 11 Tahun 2OL2 tentang Pedoman Tata Kearsipan di

Lingkungan Pemerintatr l(abupaten Musi Rawas (Berita Daeratr

Ihbupaten Musi Rawas Tahun 2Ol2 Nomor 11) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintatrkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeratr

Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau

I t(ci 20t7

BUPATT[rdlrSr RAWAS,

GUNA\IIAN

Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal I I&i 2ot7
SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH IGBUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OI7 NOMOR A3

/
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